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Abstrak 

 

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana 

anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 7 diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana.Dari data yang saya dapat di Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang jumlah pada tahun 2020 anak diversi ada 211 dan yang berhasil 77 

sedangkan di Tahun 2021 jumlah yang gagal 24 dan yang berhasil 27.Rumusan 

Masalah adalah Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah umur di 

Balai Permasyarakatan Kelas II Tanjungpinang.Apa hambatan atau kendala yang 

di hadapi oleh Balai Permasyarakatan Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan 

Diversi anak Tanjungpinang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanan 

diversi dan Hambatan yang di hadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang.Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai 

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Sistem diversi 

adalah alternatif paling baik dalam penyelesaian kasus perkara anak, tetapi di 

Indonesia mungkin masih banyak orang tua yang belum paham mengenai hal ini. 

Kurangnya wawasan orang tua dan tingkat kesadaran yang masih rendah, penegak 

hukum dan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam mensosialisasikannya 

kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa proses diversi ini dapat diberikan 

kepada setiap anak dan bukan hanya dikhususkan pada kelompok tertentu 

 
Kata kunci:Anak, Diversi, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang 
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IMPLEMENTATION OF DIVERSION AGAINST UNDEGARE CHILDREN 

AT TANJUNGPINANG CLASS II CORRECTION CENTER 

 
By 

 
Yanty Simamora 

NIM. 170574201051 

 

Abstrack 

 
Prior to the existence of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal 

Justice System, the settlement of children's problems dealing with the law where 

children as perpetrators of criminal acts was regulated in Law Number 3 of 1997 

concerning Juvenile Courts. According to Law Number 11 of 2012 concerning the 

Juvenile Criminal Justice System in Article 1 paragraph 7, diversion is the transfer 

of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside 

the criminal justice .From the data I got at the Tanjungpinang Class II Correctional 

Center, the number of diversion children in 2020 was 211 and 77 succeeded, while 

in 2021 the number failed 24 and 27 succeeded. The problem formulation is how to 

implement diversion against minors in Tanjungpinang Class II Penitentiary. What 

are the obstacles or obstacles faced by the Tanjungpinang Class II Correctional 

Center in implementing Tanjungpinang child diversion. it also concerns the 

implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular 

legal event that occurs in a society. The diversion system is the best alternative in 

resolving child cases, but in Indonesia there may still be many parents who do not 

understand this. . The lack of parental insight and the low level of awareness, makes 

law enforcement and the government have to work even harder in disseminating it 

to the public. It should be noted that this diversion process can be given to every 

child and is not only specific to certain groups 

 
Keywords: Children, Diversion, Correctional Center 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Diversi menurut KBBI adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai 

alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 

1Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata 

“diversion” pertama kali dikemukaan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan 

peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (President‟s Crime 

Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.2 

Sebelum dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang 

berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan 

berdirinya peradilan anak (children‟s courts) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari 

sistem peradilan formal dan formalisasi polisi (police coutioning) dalam melakukan 

peringatan. Prakteknya sudah berlangsung sejak tahun 1963 di negara bagian 

Queensland. Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah 

anak yang masuk ke peradilan formal. 

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan 

hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang 

 
1Lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dicari pada 

https:\\kbbi.kemendikbud.go.id\entri\DIVERSI. 
2 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana 

(Medan: USU Press, 2010). Hal.10 
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Pengadilan Anak tersebut belum secara tegas dituangkan dalam pasalnya 

mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi). 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara 

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan 

diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 

Tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam 

peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan 

diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan 

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.3 

Dalam pembaharuan Undang- Undang No 11 Tahun 2012 mewajibkan untuk 

melakukan upaya diversi pada anak di bawah umur yaitu pada tingkat penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat 

tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan 

terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 

Tahun atau berumur 12 Tahun meskipun sudah pernah menikah dan melakukan 

tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari 

efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan 

 
3 Lihat pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 
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sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan 

penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula. 

Dalam  penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku 

tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan diversi adalah dari aparat penegak 

hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang 

dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, acara peradilan 

pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA. 

Apabila anak yang belum berusia 12 Tahun diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan 

Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun namun dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan 

secara spesifik dalam palaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 

Tahun maupun yang belum berusia 12 Tahun walaupun sama-sama dikategorikan 

sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang 

benar dengan yang salah. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan4. Di dalam hukum 

Indonesia anak yang belum berusia 18 tahun adalah orang yang belum cakap 

bertindak hukum. Untuk itu seorang anak perlu mendapatkan didikan serta 

perlindungan yang baik supaya tumbuh menjadi individu yang kuat secara mental, 

fisik dan juga rohani serta terhindar dari tindak pidana kekerasan, penelantaran anak 

 
4 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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dan juga eksploitasi anak5. 

Tujuan diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang 

berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah 

pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Seorang anak yang 

melakukan kesalahan harus di hukum tetapi bukan berarti menghilangkan masa 

depan anak itulah mengapa pentingnya mempertimbangkan keadilan baik korban 

maupun pelaku. 

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana 

teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian 

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dimana sebagai 

wadah atau tempat untuk melakukan pengaduan6. Balai Pemasyarakatan menurut 

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02 - PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola 

Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah: “Unit kerja pelaksana teknis 

pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari 

terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti 

menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau 

diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus 

dikembalikan kepada orang tuanya. 

 

 

 

 
5 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta,: Sinar Graf, 2013). Hal.13 
6 Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 
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Tabel 1. 1 Data Kasus Diversi di BAPAS Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2020-

2021 
 

No Tahun Putusan Diversi Gagal Diversi Berhasil Total 

1  

 

2020 

Kejaksaan  3  

 

211 

2  Kepolisian  39 

3  Pengadilan  4 

4 Restorative Justice  26 

5 Pidana dengan Syarat  5 

6 Pidana Penjara 134  

7  

2021 

Diversi Kepolisian  8  

51 
8 Pidana Penjara 27  

9 Restorative Justice  15 

10 Pidana Bersyarat  1 

Sumber: Catatan tahunan Bapas kelas II Tanjungpinang 

 

Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tanjungpinang dapat 

dilihat bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

Perlindungan kepada anak harus diusahakan oleh setiap orang atau masyarakat 

termasuk juga negara sebagai organisasi tertinggi dari masyarakat dan pemerintah 

sebagai alat untuk menjalakan negara tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh 

negara atau pemerintah terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan 

prasarana (Negara sebagai fasilitator) sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap anak dengan cara berperan serta dalam mengupayakan 

terselenggaranya perlindungan anak. 

Secara nasional pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. 

Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 

terdapat diversi. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses 
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peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan 

dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas 

tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk 

menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya 

diversi merupakan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan 

merehabilitasi anak pelaku tindak pidana.7 

Pihak-pihak yang terkait dalam upaya dilakukannya Diversi dapat dilihat 

dalam Pasal 8 Ayat 1 proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, 

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan 

restoratif. 

1. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan atau masyarakat. 

2. Proses Diversi wajib memperhatikan: 

 

a) Kepentingan korban; 

 

b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, Penghindaran 

stigma negatif; 

 

c) Penghindaran pembalasan; 

 

d) Keharmonisan masyarakat; dan 

 

e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 

Pada dasarnya proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak dilakukan 

melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat dan wajib memperhatikan 

 
7 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama,2009). Hal.25 
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kepentingan korban, kesejahteraan dan rasa tanggung jawab anak, penghindaran 

stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta 

kepatutan, kesusilaan dan ketertiban. Penyebutan kata “wajib memperhatikan” 

dalam pasal ini berarti harus memperhatikan. Artinya kepentingan serta 

kesejahteraan dan tanggung jawab anak harus diperhatikan sehingga setelah adanya 

kesepakatan maka dapat dikatakan stigma negatif dari anak yang melakukan tindak 

pidana dapat dihindari serta penghindaran pembalasan merupakan penyelesaian 

yang berorientasi pada keadilan restoratif.8 

Pasal 9 Ayat 1 Penyidik Undang – Undang peradilan anak bahwa Penuntut 

Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan : 

a) Kategori tindak pidana; 
 

b) Umur Anak; 

 

c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 

 

d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: 

a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 

 

b) Tindak pidana ringan; 

 

c) Tindak pidana tanpa korban; atau,  

 

d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 

setempat. 

 
8 Adi Hardiyanto Wicaksono,‟ Kebijaksanaan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan 

Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus‟, 

skripsi, 2015. Hal.2 
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 Pasal 9 secara tegas mengatur bahwa aparat penegak hukum yaitu  

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus 

mempertimbangkan: kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, 

hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, kerugian yang ditimbulkan atas 

perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus 

tersebut, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah institusi yang erat hubungannya 

dengan penegakan hukum sebagai pranata melaksanakan bimbingan pada klien 

Pemasyarakatan supaya tidak akanlagi melakukan pelanggaran dari hukum dan 

akan menjadi warga Negara taat pada peraturan dan dapat melakukan fungsi dari 

sosialnya yang secara aktif produktif juga berguna di masyarakat.Selain itu juga 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Bapas dalam Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat membantu 

memperlancar tugas dari penyidik, penuntut umum dalam menangani perkara anak 

nakal dengan membuat Litmas. Kemudian tercantum dalam UndangUndang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal       8 Ayat (1) disebutkan 

petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum. 

Bapas telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah 

rekomendasi kepada penegak hukum. Tetapi masih banyak kasus diversi yang 

belum berhasil sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur 

Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang”. 
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1.2.  Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah umur di Balai 

Permasyarakatan Kelas II Tanjungpinang? 

2. Apa hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Balai Permasyarakatan 

Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversi anak Tanjungpinang? 

 
 

1.3. Tujuan penelitian 
 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan Diversi terhadap 

anak di bawah umur di Balai Permasyarakatan Kelas II Tanjungpinang 

2. Untuk mengetahui hambatan\kendala yang dihadapi oleh bapas Kelas II 

Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversi anak di Tanjungpinang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah: 
 

1.4.1. Manfaat Teoritis 
 

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini, yakni diharapkan 

dapat menambah informasi maupun bahan referensi bagi para akademis 

maupun masyarakat umum khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana 

dalam membuat suatu kajian mengenai diversi anak yang berkonflik dengan 

hukum dan bagaimana bapas membantu sebagai balai perlindungan 

masyarakat atau media untuk penyelesaian masalah tanpa hukuman pidana. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis peneliti diharapkan dapat sumbangkan atau masukan 

pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang 

berkaitan dengan diversi anak dan perlindungan terhadap anak dibawah umur yang 

sedang bermasalah dengan hukum dan cara penyelesaiannya tanpa anak tersebut di 

hukum pidana. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.    Tinjauan Pustaka 
 

2.1.1 Tinjauan tentang penelitian Terdahulu 

1. Penelitian pertama yang dilakukan Oleh Manora Sitanggang dengan judul ” 

Proses Penyelesaian Diversi Terhadap Anak dibawah umur yang melakukan 

Tindak Pidana pencurian”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual, dengan tujuan untuk mengurai masalah tentang proses penyelesaian 

diversi menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 diurai secara 

keseluruhan mulai dari deskriptif penyelesaian diversi, tujuan diversi. 

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di 

lakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas tentang bagaimana hambatan 

yang di hadapi dalam menerapkan diversi. Selain persamaan terdapat pula 

perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti 

menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan 

perundang-undangan dengan pendekatan kasus. 

2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara vina 

febriana dengan judul skripsi “Penerapan Diversi dan Restorative Justice 

Terhadap Anak yang behadapan dengan Hukum”. Adapun penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi dan restorative justice 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversi dan  
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restorative justice merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang 

memberikan perlindungan terhadap anak. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

penelitian ini menggunaan metode penelitian yuridis normatif sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian normatif 

empiris. Dan dalam penelitian ini lebih ditekankan antara konsep diversi 

dengan restorative justice sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan 

lebih banyak menekankan ke hambatan apa yang dialami dalam menerapkan 

diversi secara maksimal. Selain perbedaan terdapat pula persamaannya yaitu 

penelitian ini sama sama menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

3. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Muhajir 

Fitriawan Rizki dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pembimbingan 

Kemasyarakatan dalam proses Diversi”. Penelitian ini berfokus ke 

Pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus 

Diversi anak dianggap sangat penting dalam melakukan tugas dan fungsinya, 

karena proses Diversi melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, 

masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana 

yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam menangani 

kasus anak. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan teknik wawancara 

dengan pihak pihak yang terkait dengan pendekatan yang sama yaitu 

pendekatan perundang-undangan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian, 
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sebelumnya menggunakan metode penelitian nondoktrinal sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian normatif 

empiris. 

2.1.2 Tinjauan umum tentang diversi 

Diversi menurut KBBI adalah Pengalihan dari proses pidana formal sebagai 

alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum9. 

Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata 

diversi (diversion) pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan 

pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana 

(President‟s Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 196010. 

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa,”Diversi adalah pengdilan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”  

11Konsep gagasan diversi yang digagas oleh pemerintah melalui lembaga yang 

terlegislatif telah diperkenalkan dalam berbagai produk hukum Khususnya yang 

berkaitan dengan Undang-Undang bagi pelaku tindak pidana anak ,masyarakat 

dengan hukum bila menyakut dengan kondisi hukum.Tujuan Khusus adalah untuk 

mengkaji pengenaan gagasan diversi dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Peradilan Anak, sebagai dasar dan acuan 

 

 
9 Lihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat dicari pada 

https:\\kbbi.kemendikbud.go.id\entri\DIVERSI. Dikutip pada hari kamis 11 Agutus 2022, Pukul 

09:36 WIB 
10 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana 

(Medan: USU Press, 2010). Hal.10 
11 Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 
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penegak hukum dalam syarat proses mengadili anak yang berkonflik dengan 

Hukum.12 

Syarat-syarat diversi dalam perkara anak menurut Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, yaitu: 

1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun; dan 

 

2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

Tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang peradilan Anak, yaitu; 

1) Mencapai perdamaian antar korban dan anak; 

 

2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; 

 

3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 

 

4) Mendorong masyarakat berpatisipasi; dan 

 

5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

 

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan 

Pidana Anak menyatakan bahwa” proses Diversi dilakukan melalui musyawarah 

dengan melibatkan anak dan orang tua\walinya korban dan\atau orangtua\Walinya, 

pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan 

pedekatan keadilan restoratif “. 

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang 

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut 

umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori 

 
12 Harrys Pratama Teguh, Teori Dan Peraktek Perlindungan Anak Dalam Hukum 

Peraktek Perlindungan Anak Dalam Hukum pidana .( Yogyakarta. C.V. Andi 2018).Hal 204 
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tindak pidana, umur anak hasil penelitian ke masyarakatan dari BAPAS dan 

dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus 

mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak 

dan keluarganya. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu 

kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali 

melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi 

berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan 

tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, PERMA adalah Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke selutuh 

jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan13. 

Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

bahwa PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. 

Perbedaan diversi Menurut pandangan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai 

fungsi mengisi kekosongan hukum, menengakan hukum untuk keadilan dan 

kemanfaatan, Pasal 3 PERMA memperluas dan memperlerntur ketentuan Diversi 

yang secara normatif yang merupakan standart dalam Undang-Undang sistem 

peradilan anak dan berlaku bagi para pihak dalam perkara anak, anak setuju dalam 

melakukan Diversi dalam perkara anak yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) 

Tahun atau lebih hingga dapat dilakukan diversi dengan ketentuan bahwa” anak 

maupun konbinasi (gabungan),”walaupun sebaliknya ketentuan Pasal 7 Ayat (2) 

 
13 Henry P. Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari, (Jakarta: 

Sinar Harapan 2001) Hal 144 
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huruf a Undang-Undang sistem peradilan Anak tidak                        memungkinkan.14 

 

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Anak 

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara 

hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya15. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata 

“anak merujuk dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, 

walaupun mereka udah dewasa. 

Seperti yang kita ketahui, tindak pidana yang terjadi selama ini tidak hanyak 

dilakukan oleh kalangan dewasa, namun yang menjadi tersangka bisa saja anak-

anak. Banyak hal yang dapat mempengaruhi nilai dan perilaku anak, contohnya 

adalah perkembangan pembangunan, teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

gaya hidup orang disekitarnya. Hal-hal tersebut tentunya tidak selalu membawa 

dampak positif, terkadang bisa memberikan dampak negatif bagi anak. Berdasarkan 

data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, data anak yang berhadapan dengan 

hukum semakin meningkat khususnya dalam tingkat kriminalitas dan 

penyalahgunaan obat-obat terlarang. Anak perlu mendapat perlindungan dari 

dampak negatif yang terjadi karena faktor tersebut. Pada kenyataannya seringkali 

hak anak tidak diperjuangkan ketika diperhadapkan dengan hukum, sehingga 

 
14 Djanggih et al., Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak‟, Journal 

of Lex Generalis (JLG), VOL. 1 (2020). Hal. 27 
15 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum.,(Sinar Graf Jakarta, 2013).Hal.8 
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keputusan yang didapatkan tidak adil dan merugikan anak. 

Ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggar hukum, maka orang 

tersebut dapat diadili dengan Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) dan 

Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) untuk kasus anak. 

Walaupun sistem peradilan tersebut memiliki perbedaan, tetapi keduanya mengacu 

pada kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. Sistem peradilan pidana 

merupakan suatu sistem yang mengatur cara untuk menyelesaikan perkara pidana 

yang terjadi dengan tujuan mencapai keadilan dan memperoleh kepastian hukum. 

Hukum yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Undang-

Undang Negera Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Dalam undang-undang 

ini dinyatakan bahwa, “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara”.16 

Anak memiliki peran penting untuk masa depan bangsa Indonesia, oleh 

karena itu negara berusaha mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak. Salah 

satu tujuan dibuatnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang 

pengadilan anak yaitu untuk melindungi dan memelihara anak yang melakukan 

perkara dan harus berhadapan dengan hukum agar diberi kesempatan untuk dibina 

sehingga dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna 

bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan ini juga 

dibuat untuk memperhatikan masa depan anak yang masih panjang17 

Mengingat perlunya perlindungan terhadap anak, maka perkara anak wajid 

 
16  Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 
17 Lihat Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
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disidangkan di Pengadilan Anak dan setiap proses (ditangkap, ditahan, diadili) 

wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memiliki pemahaman tentang anak. Perlu 

diingat sebelum perkara masuk ke dalam proses peradilan, penegak hokum dan 

keluarga wajib mengupayakan proses penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan 

atau disebut dengan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan 

restoratif merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan 

pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yg terlibat dengan tujuan bersama-sama 

mencari penyelasaian yang adil dan bukan pembalasan18.  

Dalam Pasal 2, ada dijelaskan bahwa peroses peradilan anak harus 

dilaksanakan tanpa melupakan asas berikut19: 

a. perlindungan 
 

b. keadilan 

 

c. nondiskriminasi, 

 

d. kepentingan terbaik bagi anak, 

 

e. penghargaan terhadap pendapat anak, 

 

f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, 

 

g. pembinaan dan pembimbingan anak, 

 

h. proposional, 

 

i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 

 

j. penghindaran pembalasan 

 

Selama proses peradilan pidana, anak perlu mendapatkan perlindungan 

 
18 Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tenatng Sistem Peradilan Pidana Anak 
19 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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khusus karena belum dianggap dewasa secara rohani maupun jasmani. Dalam 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus 

adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi 

tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya20. Perlindungan khusus 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui 21: 

a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya 

b. pemisahan dari orang dewasa 

 

c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 

 

d. pemberlakuan kegiatan rekreasional 

 

e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya 

f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup 

 

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 

h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum 

i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya 

j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya 

 
20 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
21 Lihat Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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oleh Anak 

k. pemberian advokasi social 

l. pemberian kehidupan pribadi, 

m.  pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas 

n. pemberian Pendidikan 

o. pemberian pelayanan kesehatan 

p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang berbunyi, ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

Tahun, termasuk anak yang asuh dalam kandungan.”Adapun, pengertian anak 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa 

anak adalah setiap anak berusia 18 (delapan  belas) Tahun. Dan serat pengertian 

anak dalam Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa 

anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun, termasuk 

anak yang didalam rahim.22 

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

tentang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, ”Anak adalah orang dalam 

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum 

 
22 Sania Yola, Sanksi Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenangakerjaan Dan Perspektif Hukum Islam 

(Palembang: Doctoral Disertation.UIN Raden Fatah Palembang, 2020). Hal. 44-45 
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mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum kawin. 

Kesimpulan dari pengertian di atas, bahwa dalam pengertian anak dibatasi 

dengan syarat sebagai berikut: 

1) Anak dibatasi dengan umur dibawah 18 (delapan belas) Tahun. 

 

2) Anak belum pernah menikah, maksudnya anak tidak terikat dalam 

perkawinan dan kemudian cerai, maka anak dianggap sudah dewasa 

walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) Tahun. 

Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batas usia anak 

menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) “Dalam hal penuntunan pidana terdapat orang yang belum dewasa karena 

melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 

menuntukan:memerintakan supaya yang salah dapat di kembalikan ke orang 

tuanya, wali atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan 

supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika 

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489-

540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan 

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi 

tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.hukum perdata pada Pasal 

330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) “yang belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) Tahun 

dan tidak kawin sebelumnya”. Menurut Leo Martin dalam bukunya ”Anak adalah 

salah satu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan 
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menyatukan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah23 

Menurut R.A. Kosnan “anak –anak yaitu manusia muda dalam umur muda 

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh atau keadaan 

sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- 

sungguh.Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, 

ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling 

dirugikan,tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi 

korban tindak kekerasan dan pelanggran terhadap hak-haknya 24 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

berbunyi, “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan landasan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip- 

Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 

a) Non diskriminasi; 

 

b) Kepentingan yang terbaik untuk anak; 

 

c) Hak untuk hidup,keberlangsungan hidup,dan perkembangan;dan 

 

d) Penghargaan terhadapap pendapatan anak. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana membedakan anak menjadi 3 jenis, yaitu: 

1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

 
23 N Safitri, Perlindungan Hukum Atas Hak Dan Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang pPenyelenggaraan 

Pendidikan (Surabaya: ( Doctoral Dissertation,Universitas 17 Agustus 1945), 2018). Hal.12 
24 N. M. Muhammad, Study Analisa Terhadap Tidak Pidana Mempekerjakaan Anak Di 

Bawah Umur Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Tulungagung, 2017); Marlina, 

Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana. Hal.20 
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saksi tindak pidana. 

2) Anak yang berkonflik dengan Hukum anak yang telah berusia 12 (dua belas) 

Tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

3) Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang 

mengalami penderitaan kerugian fisik, mental, dan\atau ekonomi yang 

diakibatkan oleh tindak pidana. 

4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi 

adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yang dapat 

diberikan keterangan untuk kepentingan penyidik,penuntut, dan 

peradilan.Persidangan dalam perkara pidana yang didengar, dilihat adan\atau 

dialami sendiri. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana anak di 

bedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan usia yaitu: 

1) Anak dibawah umur 12 (dua belas) Tahun yang telah melakukan atau diduga 

melakukan Tindak Pidana, maka wajib mengembalikan anak tersebut kepada 

orang tua\walinya. 

2) Anak yang berusia 12-14 (dua belas sampai empat belas) Tahun yang 

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, dapat di ajukan 

kepengadilan, namun anak pada usia tersebut tidak dapat dipidana hanya 

diberi tindakan pengembalian kepada orang tua\walinya. 
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4) Anak berusia 14-18 (empat belas sampai delapan belas) Tahun melakukan 

atau diduga melakukan tindak pidana dianggap mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya.anak pada usia ini dapat di tahan 

dan dijatuhi Hukuman dengan kurang dari setengah lamanya waktu dipenjara 

dibanding dengan orang dewasa. 

 

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Bapas 

 

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa ”Balai Pemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien 

Pemasyarakatan.” Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 Angka 

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tantang Pemasyarakatan adalah 

seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.25 

Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan bagian 

dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk 

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di 

 
25 Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan 

masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan.26 

Berdasakan Pasal 1 Angka 4 Undang-gundang No 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya 

disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien 

Pemasyarakatan dilakukan terhadap: 

a. Terpidana bersyarat 

b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan 

bersyarat atau cuti menjelang bebas. 

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya 

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. 

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 29 

bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. 

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 

dikembalikan kepada orang tua atau walinya.27 

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan 

kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata 

 
26 Titi Dewanti Kellina, Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan, 

(malang: , Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 

2013). Hal.32 
27 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia (Bandung:Mandar Maju,2005).Hal.45 
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peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka 

pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem 

pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan 

narapidana atau pun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi 

masyarakatan dari gangguan kejahatan. Balai Pemasyarakatan merupakan suatu 

organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur 

perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dan Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai 

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menjadi Balai 

Pemasyarakatan. Perihal klasifikasi tersebut didasarkan atas lokasi, beban kerja, 

dan wilayah kerja.28 

Sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang 

mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk 

dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana 

tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam 

penegakannya.29 

 
28  Niki Stiyaningrum, „Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan 

Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat‟ (Universitas Lampung, 2004). Hal.38 
29 Evi Hartanti, „Pelaksanaan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapat Pendidikan Wajib 

Belajar 9 Tahun‟ (Universitas Lampung, 2004). Hal.68 



27 
 

 

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia 

(KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur 

secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana 

yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah 

pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut 

sebagai narapidana. 

Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia 16 (enam belas) 

Tahun saat melakukan perbuatan tindak pidana, demi memberikan perlindungan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena mereka juga manusia yang 

dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan maka wajib di sidangkan di lingkungan 

peradilan anak.30 

Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni diselenggarakan dalam 

membentuk para warga binaannya (narapidana) agar menjadi manusia yang 

seutuhnya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal itu dapat kita lihat 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: 

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 

Binaan Pemasyarakatan agar lebih menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab”. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang 

 
30  Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahuh 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 

kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus 

diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, 

atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan 

adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali 

perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat 

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, 

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai”.31 Tujuan 

dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi 

manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan 

dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya dan suatu proses 

yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan 

antara individu anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu 

dengan masyarakat di mana ia akan kembali menjadi angggotanya.Pembinaan 

kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab 

kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian 

diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan 

pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas 

dan bertanggung jawab. 

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini 

merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi 

 
31 Hadi Setia Tunggal.Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peratura Pelaksanaannya 

(Bandung.Harvindo) Hal.253 
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penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan 

yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat 

dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan. Salah-satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan 

tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan pengaturan mengenai hakhak 

narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana berhak : 

3. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 

4. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 

5. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

6. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

7. Menyampaikan keluhan. 

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang. 

9. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 

10. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya. 

11. Mendapatkan  pengurangan masa pidana (remisi).  

12. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga. 

13. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 

14. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
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15. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

Berkaitan dengan pidana seumur hidup, bahwa kedudukan pidana seumur 

hidup sebagai bagian dari Pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana 

pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Kedudukan pidana seumur hidup dalam 

sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan 

Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai 

sarana untuk 31 memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan 

readaptasi sosial.32  

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pembidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Dalam Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan 

bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 33 

Bentuk perlindungan tersebut di antaranya adalah dalam hal Anak yang 

berhadapan dengan hukum dan itu merupakan kewajiban tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat. Selain itu di dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2002 

juga disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 

minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.  

 
32 Lega Rowinda Lestari, „Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UndangUndang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kabupaten Banyuasin‟ (Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017) Hal.76 
33 Lihat Pasal 20 Uundang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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2.2 Kerangka Teori 
 

1. Teori Restorative justice 

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia 

untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang 

komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para 

korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan 

melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan 

untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.34 

Restorative justice juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar 

sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, 

pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai 

kesepakatan dan penyelesaian.35 

Teori restorative justice ini dikembangkan oleh seorang ahli kriminolog 

berkebangsaan Inggris bernama Tony F. Marshal yang dalam tulisannya 

mengemukakan defenisi dari restorative justice adalah:“Restorative justice is a 

process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to 

resolved collectively how to do with the aftermath of the offense and its 

implication.” (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang 

terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya 

 
34 Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di 

Pengadilan Anak Indonesia (Depok Indie-Publishing 2011) Hal. 4 
35 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice (medan,USU Pers 2010).Hal 23 
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secara bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah 

timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa 

mendatang).36 

Salah satu variasi mekanisme restorative justice adalah sistem diversi. Menurut 

Jack E. Bynum, yang dimaksud dengan sistem diversi adalah,“Diversion is an 

attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice 

system‟ 37(Diversi merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak 

pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana). Secara filosofis, konsep diversi 

dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap 

anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih 

baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.38 

Bentuk restorative justice yang dikenal adalah reparative board/youth panel 

yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan 

melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang 

berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti 

rugi bagi korban atau masyarakat39. restoratif, seharusnya diadakan musyawarah 

bagi keluarga yang akan dimediasi oleh orang yang dituakan dalam kelompok 

masyarakat atau orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin musyawarah 

dalam kasus semacam ini. 

 
36 Abintoro Prakoso,   Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogkyakarta:Laksbang 

Grafika, 2013) Hal.161. 
37 Bynum, Jack E. dan William E. Thompson, Juvenile Delinquency a 

Sociological Approach( Boston: Allyn and Bacon 2002) Hal. 430 
38 Shelden, Randall G. Detention Diversion Advocacy: An Evaluation, (Washington DC: 

U.S. Department of Justice, 1997)Hal. 1 
39 Ibid,hal.162 
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Musyawarah itu melibatkan dari kedua belah pihak, keluarga korban maupun 

keluarga pelaku untuk mencapai musyawarah kelompok yang dimana dibutuhkan 

pendekatan yang tidak mudah karena keluarga pelaku yang marah butuh waktu 

pulih dari luka atas mental mereka sehingga dalam musyawarah ini sangat hati hati, 

Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara 

pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan 

bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta 

maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan. 

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang harus 

ditanggung oleh pihak pelaku. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih 

merupakan simbol dari penyesalan dan tanggung jawab pelaku. Penyelesaian 

perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak tetapi bersifat 

mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya 

sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. 

Berkaitan dengan restorative justice ini, Muladi mengungkapkan secara rinci 

tentang ciri-ciri restorative justice sebagai berikut:40 

a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain 

dan dipandang sebagai konflik. 

b) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan 

kewajiban untuk masa mendatang. 

c) Sifat normatif dibagung atas dasar dialog dan negosiasi. 

d) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan 

 
40 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak ( Laksbang Grafika, 

Yogyakarta, 2012 ) Hal.162 



34 
 

 

tujuan utama. 

e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar hasil. 

f) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan. 

g) Masyarakat merupakan fasilitaor di dalam proses restoratif Peran korban 

dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian 

hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab. 

h) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas 

perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik. 

i) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan 

ekonomis. 

j)  Stigma dapat dihapus melalui restoratif.41 

 Teori restorative justice memberikan nuansa edukatif kepada korban dan 

pelaku untuk saling menghargai terhadap sesama dalam mencapai kebahagiaan 

kehidupan bersama. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 
 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang dijadikan sebagai gambaran 

alur logika dari tema yang akan ditulis dalam penelitian. Untuk mempermuda dalam 

penulisan. Penelitian ini maka dibuat suatu gambaran kerangka pemikira 

 
41 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Universitas Diponegoro, 

1995), Hal.129 
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Bagan 2.2  Diagram Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4 Defenisi Konsep 
 

Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau 

definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu 

kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek42 

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas berikut defenisi konseptual 

dari masing – masing variabel : 

a. Diversi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

 
42 Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: LP3ES 

1987). Hal.33 

 

 

Pelaksanaan Diversi 

Balai Pemasyarakatan 

Hambatan atau kendala yang di hadapi 

oleh Balai Permasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang dalam pelaksanaan 

Diversi anak Tanjungpinang. 

Restorative Justice 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Pengaturan pelaksanaan Diversi 

terhadap anak di Tanjungpinang. 
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Tentang Sistem Peradilan Anak adalah diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. 

b. Anak pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Peradilan Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

c. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 

d. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

e. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Anak adalah Pembimbing 

Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum 

yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di 

luar proses peradilan pidana. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 
 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian 

adalah jenis penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif- 

empiris ( Applied law research ) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan 

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi ini secara in actual 

tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai 

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini 

menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana pelaksaan diversi terhadap anak 

di bawah umur di Bapas kelas II Tanjungpinang atau pembahasan tertentu secara 

mendalam yang biasanya berupa bentuk deskriptif kata atau kalimat yang sudah 

disusun secara terstruktur dan sistematis 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian  

 

3.2.1. Objek Penelitian 

 

Pengertian objek penelitian menurut Suharsimi Arikunto, variabel adalah 

objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan objek penelitian adalah 

suatu hal yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan menarik kesimpulannya, 
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untuk itu peneliti menjadikan objek penelitiannya adalah penerapan diversi 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di balai permasyarakatan kelas II 

Tanjungpinang. 

 

3.2.2. Lokasi Penelitian 

 

 Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di 

Balai Permasyaraktan Kelas II tanjungpinang, di Jl.Bakar Batu No 98, Kamboja, 

Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 

Peneliti memilih lokasi tersebut karena intansi tersebut merupakan salah 

satu instansi yang melakukan diversi atau mendampingi anak yang sedang 

berhadapan dengan hukum, sehingga lebih memudahkan peneliti untuk 

mengetahui apa saja upaya dan kendala yang dihadapi Bapas saat dilakukan 

diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 3.3 Fokus Penelitian 

 

3.3 Fokus Penelitian 
 

Fokus dalam penelitian adalah proses diversi dan kendala apa saja yang 

diharapi saat proses diversi pada kasus anak yang sedang berkonflik dengan 

Hukum berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  

 

3.4 Sumber Data 
 

Jenis penelitian ini adalah adalah normatif – empiris, dimana bahan hukum 
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yang dingunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 

dengan cara wawancara dengan informan guna memperoleh informasi 

yang relefan dengan permasalahan penelitian ini. 

2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi literatur atau 

kepustakaan yang terdiri dari: 

1 Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang- 

undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan lembaga 

negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. 

2 Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

a) Kitab undang-undang hukum pidana. 

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. 

c) Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan 

Anak. 

d) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Anak Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan 

3) Bahan hukum sekunder yaitu bahan dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang 
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dingunan dalam penelitian ini seperti buku-buku, literatur, artikel ilmiah, makalah 

ilmiah. Bahan hukum sekunder yaitu digunakan dalam penelitian ini ialah data 

 

 3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

Untuk mendapat data yang akurat peneliti mengngunakan beberapa teknik 

dalam pengambilan data:dan informasi yang didapatkan melalui studi pustaka 

seperti literatur, buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.  

1. Literatur 

Merupakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi dengan tinjauan pustaka, megumpulkan 

buku buku serta referensi- refensi yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Observasi 

Menurut Mitchell Observasi yakni merupakan teknik yang 

digunakan untuk mengurutkan judul dalam membuat keputusan juga 

kesimpulan mengenai orang yang diamati, pengamatan ini tidak bisa 

berdiri sendiri, karena harus dilengkapi juga dengan penggunaan 

metode lain dari penilaian yang di lakukan.43 

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam 

mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena 

yang terjadi dilapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang 

terjadi di lapangan. 

 
43 Singarimbun   Masri   dan   Efendi   Sofran.   Metode   Penelitian   Survey   (Jakarta: 

LP3ES,1995), hal. 46 
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3. Wawancara 

  Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung antara peneliti dengan informan 

berdasarkan daftar pertanyaan- pernyataan yang sudah disediakan oleh 

peneliti kepada informana. Menurut Hadi wawancara merupakan 

metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.44 

 

3.6. Informan 
 

Informan dalam penelitian adalah seseorang yang bisa diwawancarai atau 

dimintai informasi mengenai objek penelitian. Di dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive yang mana dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti oleh peneliti. Adapun 

Informan dalam penelitian ini adalah 

Tabel 3. 1 Informan 

 

Sumber: Struktur Organisasi Bapas Kelas II Tanjungpinang 

 

 

 

 
44 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, 

UGM, 1991),Hal. 126 

No. Informan Jumlah 

1. Kepala Balai Permasyarakat Kota Tanjungpinang Kelas II 1 Orang 

2. Kasi Klien Bimbingan Anak (Suriadi) 1 Orang 
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3.7 Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari 

suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil 

penelitian. Oleh karena itu setidaknya terdapat dua teknik analisis umum yang biasa 

digunakan oleh peneliti, yakni teknik analisis data kuantitatif, dan teknik analisis 

data kualitatif. Menguji hipotesis yang telah diajukan. 

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data dan juga wawancara sehingga menghasilkan data primer dan juga data 

sekunder. 

2. Setelah data primer dan juga data sekunder dihasilkan maka peneliti akan 

mereduksi data yang dihasilkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan 

terangkum dengan memilih hak-hak pokok. 

3. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dan sudah dikategorikan rapi 

disajikan dalam bentam bentuk analisis dan interpretasi. 

4. Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan penyajian data 

yang telah dianalisis dan diinterpretasikan sehigga akan menghasilkan 

pengetahuan yang baru mengenai objek yang diteliti. 
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3.8. Jadwal Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
N 

O 

 
Kegiatan 

Tahun 2022 2023 

Bulan Septembet Oktober November Desember Januari Februari 

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan                         

a. Studi Literatur                         

b. Observasi                         

c. Mengurus 
Perizinan (Pra) 
Penelitian 

                       

d. Penulisan 
Proposal Usulan 
Penelitian 

                      

e. Pengajuan Judul 
Usulan Penelitian 

                     

f. Pengesahan Judul 
Usulan Penelitian 

                        

g. Bimbingan                   

2. Tahap Penelitian                         

a. Observasi                        

b. wawancara                         

c. Pengolahan Data                         

d. Analisa Data                         

e. Penyusunan 
Laporan 

                        

3. Tahap Pengujian                         

a. Seminar Usulan 
Penelitian 

                        

b. Revisi usulan 
Penelitian 

                        

c. Sidang Skripsi                         

d. Revisi Skripsi                         
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian 

 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan diversi terhadap 

anak di bawah umur dibalai pemasyarakatan kelas II Tanjungpinang dan hambatan 

atau kendala yang di hadapi oleh balai pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

dalam pelaksanaan diversi anak Tanjungpinang. Lokasi penelitian ini dilakukan di 

Tanjungpinang berdasarkan wawancara dengan Bapak Suriadi selaku bagian kasi 

klien Anak mewakili Bapak Faris Wasdi yang sedang bertugas di luar kota dan 

dengan Bapak Orlin. 

 

 

4.1.2 Lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang 

 

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang merupakan suatu unit yang 

berfungsi memberikan bimbingan & pengayoman kepada masyarakat di wilayah 

Tanjungpinang yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang beralamat di Jl.Bakar Batu No 98, 

Kamboja, Kec.Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 
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4.2. Hasil Penelitian 

 

4.1.3 Visi & Misi Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

 

a. Visi 

 

Visi merupakan suatu pandangan dan pernyataan tujuan kedepean bagi 

suatu organisasi atau instansi. Visi BAPAS Kelas II Tanjung Pinang adalah: 

“Menjadi Istitusi yang terpercaya, bersih dan bermartabat" 

 

b. Misi 

 

Misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi 

utama. Adapun misi BAPAS Kelas II Tanjung Pinang adalah: 

1. Memberikan pelyanan hukum, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia. 

2. Memberikan pelayan penelitian ke masyarakat 

3. Melakukan   pembimbingan   dan   pembinanaan terhadap klien 

pemasyarakatan 

4. Pelakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka 

perlindungan 

5. Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan 

c. Struktur Organisasi 

 

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 
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d. Tugas dan Fungsi 

Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan 

Pidana Anak, dijelaskan bahwa BAPAS memiliki tugas dan fungsi dalam penelitian 

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan dalam peradilan 

anak. Bapas merupakan salah satu unit terpenting dalam penyelesaian perkara anak 

dengan diversi. Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Kepala 

Bapas dibantu oleh: 

1. Kepala Urusan Tata Usaha, yang bertugas mengurus urusan tata usaha dan 

rumah tangga. 

2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasubsi BKD), yang bertugas 

untuk melakukan registrasi,  memberikan bimbingan/arahan kepada klien 

dewasa, serta melakukan penelitian kemasyarakatan. 

3. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasubsi BKA), yang bertugas 

untuk melakukan registrasi, memberikan bimbingan/arahan kepada klien 

anak, serta melakukan penelitian kemasyarakatan. 

Kepala 

(Farid 

Wasdi) 

Kaur. 
Tata 
Usaha 

El 

Kasubsi 

BKD 

Norasiah 

Kasubsi BKA 

Yuneryati F. 

Amalo 
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4.2 Pelaksanaan Penerapan Diversi di BAPAS Kelas II Tanjungpinang 

 

Seperti yang diketahui, tindak pidana yang terjadi selama ini tidak hanyak 

dilakukan oleh kalangan dewasa, namun yang menjadi tersangka bisa saja anak- 

anak. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggar hukum, maka orang 

tersebut dapat diadili dengan hukum pidana atau criminal justice system, namun 

jika pelaku tersebut adalah seorang anak dengan syarat yang tertera dalam Undang-

Undang Nomor. 11 Tahun 2012, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan 

untuk melanjutkan perkara diluar proses peradilan. Oleh karena itu, lahirlah konsep 

penyelesaian perkara tanpa melalui peradilan pidana yang biasa kita sebut Diversi. 

Dengan adanya diversi, pemerintah berusaha memberikan jaminan perlindungan 

yang terbaik bagi anak terlebih sebagai generasi bangsa. Melalui diversi juga 

diharapkan tidak adanya perampasan hak asasi anak dan juga dapat mendorong 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membuat anak memiliki rasa 

tanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukan. 

Diversi sebagai usaha agar masyarakat menaati hukum yang berlaku di 

Negara yang dalam pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan 

sebagai kepentingan utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku atau 

 anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menempuh jalur non pidana 

seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Prinsip keadilan tetap 

dijunjung tinggi dalam dalam menegakkan hukum tidak terkecuali saat penerapan 

prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan 

perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda- 

bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda pelaksanaan 
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diversi depan hukum (equality before the law)45. 

Ketika seorang anak bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum 

secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.46 Kualitas perlindungan 

terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan 

perlindungan terhadap orang dewasa karena setiap orang memiliki kedudukan yang 

sama  melakukan suatu kesalahan atau tindakan pidana yang melanggar hukum, 

sebelum perkara di diselesaikan di jalur pengadilan, maka keluarga, penegak 

hukum & masyarakat harus berupaya maksimal untuk menyelesaikannya diluar 

pengadilan dengan beberapa syarat seperti bukan ancaman hukuman dibawah 7 

tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Langkah awal yang diambil adalah 

melalui pendekatan keadilan restoratif. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Pasal 1 Ayat 6, dijelaskan bahwa keadilan restoratif   merupakan   proses   

penyelesaian   perkara   pidana   yang melibatkan korban, pelaku dan keluarga yang 

bersangkutan serta pihak lain yang berkaitan untuk duduk bersama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan suatu 

pembalasan. Proses diversi diharapkan memberi hasil berupa kesepatakan serta 

persetujuan antara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta keluarga. 

Hasil kesepakatan tersebut dapat berupa perdamaian dengan ataupun tanpa 

adanya pengembalian kerugian, rehabilitasi secara medis ataupun psikologis, ikut 

 
45 Nicky Angrainy, Oksep Adhayanto,Ayu Efrita Dewi. Penerapan Diversi Terhadap Anak 

yang berhadapan Dengan Hukum Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres 

Tanjungpinang Tahun 2015-2017.skripsi Fakultas Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji.201. Hal 

22 
46 Syamsu Haling Syamsiah Badruddin,&Hardianto Djanggih,“Perlindungan Hak Asasi 

Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi 

Internasional”.Jurnal Hukum & Pembangunan,Volume 48 Nomor 2 April-Juni 2018. Hal.362 
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serta dalam pendidikan dan pelatihan serta pelayanan masyarakat dengan kurun 

waktu paling lama 3 bulan. Apabila sudah melalui diversi dan tidak didapatkan 

kesepakatan bersama, maka perkara pidana anak akan dilanjutkan melalui jalur 

hukum yang berlaku. 

Dalam Pasal 26 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa 

proses penyidikan perkara anak dilakukan oleh orang yang ditetapkan berdasarkan 

keputusan atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Penyidik yang ditunjuk harus sesuai dengan persyaratan yang ada yaitu: 

a) Telah berpengalaman sebagai penyidik 

b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak 

c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Balai Pemasyarakatan Kelas 

II Tanjungpinang, dapat dilihat kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan 

diproses melalui diversi di Tanjung Pinang pada tahun 2020-2021 sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Jumlah kasus anak yang melalui diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas 

II Tanjung Pinang tahun 2020: 

PUTUSAN JUMLAH 

DIVERSI KEJAKSAAN 3 

Pencurian 1 

Penganiayaan 1 

Pengeroyokan 1 

DIVERSI KEPOLISIAN 39 

ITE 2 

LAKALANTAS 2 

Peradilan Agama 2 

Penadahan 6 
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Sumber : Data Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

Melalui tabel diatas, kita dapat melihat beberapa jenis kasus perkara anak 

yang sudah terjadi dengan berbagai macam putusan. Perkara pidana tersebut sudah 

melewati proses diversi. Banyak dari putusan tersebut yang lolos tahap diversi, tapi 

tidak menutup ada juga kasus yang tidak bisa dilewati melalui diversi. Kasus yang 

paling sulit melalui diversi adalah tindak pidana. 

 

Pencurian 17 

Pencurian Jo Pertolongan Jahat 1 

Penganiayaan 4 

Pengeroyokan 2 

Penggelapan 1 

Pertolongan Jahat 2 

DIVERSI PENGADILAN 4 

Narkotika 3 

Pencurian 1 

PIDANA DENGAN SYARAT 5 

Peradilan Agama 1 

Penadahan 1 

Pencurian 2 

PJTKI 1 

PIDANA PENJARA 134 

365 & 480 1 

Curas 1 

Memberi Pertolongan kepada Orang yang ditahan 2 

Narkotika 3 

Peradilan Agama 23 

Pencurian 83 

Pencurian Jo Penggelapan 1 

Pengeroyokan 6 

Putusan Kembali pada Orangtua 6 

Peradilan Agama 2 

Pencurian 4 

Rakor (Pembinaan di LKPS Nilam Suri) 1 

Pengeroyokan 1 
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Tabel 4. 2 Jumlah kasus anak yang melalui diversi di Balai Pemasyarakatan 

Kelas II Tanjung Pinang tahun 2021: 
 

PUTUSAN JUMLAH 

DIVERSI KEPOLISIAN 8 

ITE 3 

Lalu Lintas 1 

Pencurian 1 

Pengeroyokan 3 

PIDANA PENJARA 27 

Narkotika 1 

Peradilan Agaram 5 

Pencurian 20 

Perjudian 1 

RESTORATIVE JUSTICE 15 

Narkotika 1 

Peradilan Agaram 2 

Pencurian 5 

Pengeroyokan 3 

Total 51 

Sumber : Data Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

PIDANA BERSYARAT 1 

Peradilan Agaram 1 

Pengerusakan 4 
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Melalui tabel diatas, kita dapat melihat beberapa jenis kasus perkara anak 

yang sudah terjadi dengan berbagai macam putusan. Perkara pidana tersebut sudah 

melewati proses diversi. Banyak dari putusan tersebut yang lolos tahap diversi, tapi 

tidak menutup ada juga kasus yang tidak bisa dilewati melalui diversi. Kasus yang 

paling sulit melalui diversi adalah tindak pidana. 

Tabel 4. 3 Persentase Pencapaian Diversi Perkara Pidana Anak di BAPAS Kelas 

II Tanjung Pinang Tahun 2020-2021 

No Tahun Jumlah Tercapai 

Diversi 

Tidak Tercapai 

Diversi 

Persentasi 

Capaian % 

1 2020 211 77 134 36.5 

2 2021 51 24 27 47.1 

Jumlah/Rata-Rata 262 101 161 41.8 

Sumber : Data Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang 

Melalui tabel diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan diversi di BAPAS 

Kelas II Tanjungpinang belum terlaksana sepenuhnya.Pada Tahun 2020, total kasus 

pidana anak yang melalui proses diversi ada 211 kasus. Total kasus yang 

terselesaikan melalui diversi sebanyak 77 kasus dan tidak dapat terselesaikan 

melalui diversi sebanyak 134, dengan persentase capaian sebesar 36.5%. Pada 

tahun 2021, total kasus pidana anak yang melalui proses diversi sebanyak 51 kasus, 

dengan jumlah 24 kasus terselesaikan melalui diversi dan 27 kasus tidak dapat 

terselesaikan melalui diversi, dengan persentase capaian 47.1%. Angka persentasi 

capaian di sebutkan berada dibawah 50% atau dapat diartikan jumlah  

kasus yang dapat terselesaikan melalui diversi lebih rendah dibandingkan 

dengan kasus yang tidak dapat terselesaikan. Proses diversi dilakukan memalui 
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musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau wali, korban atau perkerja 

sosial (peksos) profesional berdasarkan pendekatan Restoratif justice.  

Adanya kegagalan dalam proses diversi dikarenakan pada saat musyawarah 

tidak ditemukan titik kesepakatan antara korban dan pelaku. Bapak Suriadi 

mewakili Bapak Farid Wasdi selaku Kepala BAPAS Kelas II TanjungPinang 

mengemukakan bahwa38 Seperti apa yang menjadi pengertian diversi yaitu 

penyelesaian perkara pidana menjadi penyelesaian perkara diluar pidana, yang 

tentunya melibatkan beberapa pihak ada BAPAS, Kepolisian, Petugas Sosial 

(Peksos), keluarga korban dan keluarga pelaku, Tokoh masyarakat, yayasan atau 

organisasi yang nantinya akan di pakai sebagai tempat untuk menjalankan sesuai 

kesepakatan diversi dipelayanan pembimbingan dan pembinaan layanan 

masyarakat. Diversi melalui beberapa proses yaitu tingkat penyidikan, penuntutan 

dan pengadilan, tetapi upaya yang paling paling banyak kita lakukan adalah upaya 

awal atau di tingkat penyidik. upaya ini berada ditingkat kepolisian.47 

 

4.2.1. Hambatan atau Kendala yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Diversi 

oleh BAPAS Kelas II Tanjungpinang 

Sistem peradilan anak di Indonesia adalah dengan mengupayakan hasil 

terbaik dengan penyelesaian perkara anak diluar pidana demi kepentingan dan masa 

depan anak. Namun, dengan segala upaya dilakukan tetapi tidak bisa mendapat 

kesepakatan bersama, makan pidana akan dilakukan sebagai pilihan terakhir 

dengan waktu yang singkat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

 
47 Wawancara Dengan Bapak Suriadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

tanggal 7 Desember 2022 
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berlaku. Dalam pasal 2, dijelaskan bahwa peroses peradilan anak harus 

dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, 

kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, 

proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan 

penghindaran pembalasan.48  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar 

hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai 

anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). 

Selain itu Balai Pemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan 

penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh 

Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi 

di tingkat pengadilan, kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum 

khususnya Bapas untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa 

terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah 

legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan 

secara penuh Hak Asasi Anak.49 

Balai pemasyarakatan untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi 

standar substansif yang terukur. Aparat penegak hukum memberikan perhatian 

yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang 

 
48  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
49 Ibid, Hal. 8 
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berkonflik dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, 

penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar 

HAM Internasional (Konvensi Hak Anak)50 

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dengan segala upaya 

yang telah dilakukan penegak hukum, proses diversi belum bisa terealisasi dengan 

sempurna. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian 

diversi. Melalui wawancara dengan Bapak Suriadi yang mewakili Bapak Farid 

Wasdi selaku Kepala Bapas Kelas II Tanjungpinang dikemukakan bahwa ada 

beberapa kendala yang dihadapai Bapas ketika diversi. Peran Bapas dalam diversi 

yang pertama yaitu melakukan penelitian ke masyarakat atau ke Litmas (Penelitian 

Kemasyarakatan), yang format litmas diversi di dalam nya dituangkan rekomendasi 

yang menjadi bahan pertimbangan penegak hukum seperti di kepolisian dan 

berlanjut ke pertimbangan hakim yang mengeluarkan penetapan keputusan di 

Tanjungpinang.51 

Salah satu yang menjadi kendala adalah belum banyak tempat atau wadah 

untuk membimbing anak. Tapi salah satu yang menjadi faktor utama untuk 

kegagalan diversi adalah korban dan pelaku tidak sepakat, yang artinya si korban 

tidak berdamai. 

Sulitnnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Suriadi bahwa 

 
50 Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sstem Peradilan Pidana Anak 

Di Tinjau Dalam Pespektif Hak Asasi Manusia (The Role of Balai Pemasyarakatan on Juvenile 

Justice System Reviewed from Human Rights Perspective) Volume 8 Nomor 2 Desember 2017.Hal 

167 
51 Wawancara kepada Bapak Suriadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

tanggal 7 Desember 2022 
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untuk mencapai suatu kesepakatan diversi tidaklah mudah dikarenakan harus 

adanya persetujuan dari pihak korban untuk memaafkan pihak pelaku dengan cara 

ganti kerugian maupun tanpa ganti kerugian.52 Dalam hal ganti kerugian terkadang 

pihak korban memanfaatkan dan memeras pihak pelaku untuk menganti kerugian 

dalam jumlah uang yang besar, sehingga pihak pelaku tidak sanggup untuk 

mengganti kerugian nya, serta pihak korban yang merasa dendam dengan pihak 

pelaku sehingga pihak korban tidak mau memaafkan pihak pelaku dan ingin pelaku 

tetap dihukum agar pelaku merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya tanpa 

memikirkan masa depan si pelaku yang merupakan anak dibawah umur yang 

membutuhkan pendidikan serta pihak korban yang tidak memikirkan dampak bagi 

si pelaku apabila di hukum seperti pelaku (anak) akan terstigmatisasi negative dari 

masyarakat sehingga butuh waktu yang panjang untuk menghilangkan stigmatisasi 

tersebut. 

Keterbatasan tempat atau wadah untuk membimbing Anak, tidak membuat 

Bapas patah semangat mencari solusi. Bapas biasanya merekomendasikan untuk 

mencari tempat lain untuk bimbingan pelaku pidana, contohnya adalah jika anak 

masih berstatus pelajar bisa dikembalikan ke orang tua atau bimbingan sosial dan 

pada sore hari mengikuti bimbingan masyrakat di mesjid atau di tempat ibadah lain 

nya, tetapi jika terjadi kegagalan di tingkat penyidikan kita upayakan di tingkat 

selanjutnya (penuntutan) jaksa sebagai fasilitator yang akan mengundang bapas 

kembali di tingkat penuntutan. Namun jika proses tersebut masih gagal, maka tahap 

selanjutnya di laksanakan tingkat pengadilan. Walau terbilang cukup sulit ditingkat 

 
52 Wawancara kepada Bapak Suriadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

tanggal 7 Desember 2022 
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pengadilan, tidak menutup kemungkinan perkara dapat diselesaikan melalui 

diversi, karena tahun sebelumnya terdapat kasus yang berhasil di tingkat 

pengadilan. 

Apa yang disampaikan oleh Bapak Suriadi sudah sesuai dengan prosedur 

diversi yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2022. Upaya 

diversi maksimal melewati 3 proses yaitu penyidikan, penuntutan dan pengadilan. 

Banyak kasus yang sudah ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang dengan berbagai jenis tindak kejahatan. Selanjutnya Bapak Suriadi 

yang mewakili Bapak Farid Wasdi selaku Kepala Bapas Kelas II Tanjungpinang 

memberikan beberapa penjelasan 53.Kasus yang biasanya berhasil melalui proses 

diversi adalah penganiayaan, pencurian. Tindak kejahatan narkoba yang terdapat 

pada UU RI No 35 Tahun 2009 Pasal 127 juga berhasil. Tindak kejahatan yang sulit 

itu yang terkait pasal perlindungan anak yaitu, persetubuhan dan pencabulan anak 

yang terkadang kendala kita dalam syarat diversi itu sendiri, jika hukuman di atas 

17 Tahun sulit untuk di upayakan tetapi biasanya di upayakan untuk berdamai atau 

di Restorative Justice yang digaungkan saat ini menjadi salah satu alternatif 

penyelesaian perkara. 

Sistem diversi adalah alternatif paling baik dalam penyelesaian kasus perkara 

anak, tetapi di Indonesia mungkin masih banyak orang tua yang belum paham 

mengenai hal ini. Kurangnya wawasan orang tua dan tingkat kesadaran yang masih 

rendah, membuat penegak hukum dan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi 

dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa proses 

 
53 Wawancara Dengan Bapak Orin di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

tanggal 7 Desember 2022 
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diversi ini dapat diberikan kepada setiap anak dan bukan hanya dikhususkan pada 

kelompok tertentu. Selanjutnya Bapak Suriadi mewakili Bapak Farid Wasdi selaku 

Kepala Bapas Kelas II Tanjungpinang memberikan beberapa penjelasan mengenai 

langkah-langkah dalam melapor ke BAPAS terkait proses diversi.54 

Mekanisme korban lebih ke perlindungan perempuan dan anak, bisa ke polres 

dan atau dinas pemberdayaan perempuan dan anak, sedangkan Bapas ini diminta 

fokusnya untuk melindungi anak saja walaupun secara umum anak yang 

berhadapan dengan hukum ada 3 yaitu, anak pelaku, anak saksi dan anak korban. 

Kita bisa buat pelatihan ke masyarakat ke 3 anak yang berhadapan dengan hukum, 

tetapi fungsi kami lebih menitip beratkan kepada anak pelaku, jadi anak pelaku 

yang dihadapi. 

Balai Pemasyarakatan melakukan penelitian dan pendampingan itu sebagai 

rekomendasi untuk penegakan hukum. Penegak hukum, kepolisian, jaksa dan 

hakim saat melakukan sidang mengeluarkan penetapan atau keputusan wajib 

mempertimbangkan dari Bapas, Peksos (pekerja sosial). Pada saat pelaporan itu 

korban tidak kesini karena ranahnya itu ada di kepolisian dan unit perlindungan 

anak, didaerah ada juga DP3A dan fokus berjalan nya kami melakukan penelitian 

ke anak pelaku dan anak korban biasanya kami juga terjun ke masyarakat yang 

korban ke sesama anak, kami tangani pelaku anak dan korban anak juga wawancara 

untuk penelitian, terkait pelaporan ke unit PPA Polres atau ke dinas DP3A tetapi 

yang mendampingi korban selama proses peradilan ini oleh Peksos. 

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 

 
54 Wawancara kepada Bapak Suriadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang 

tanggal 7 Desember 2022 
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itu sendiri. Jadi Pekerja sosiallah yang membuat laporan sosial korban dan pelaku 

tetapi yang mendampingi dalam proses nya apabila kasus anak banyak yang 

mendampingi dan biasanya Peksos membuat laporan. Bapas membuat laporan hasil 

penelitian ke masyarakat (litmas) yang penelitian nya nantinya sama-sama di 

butuhkan penegak hukum baik di penyidikan, kejaksaan dan hakim dalam membuat 

suatu keputusan. Dengan adanya beberapa faktor penghambat dalam kesepakatan 

diversi, maka pihak penyidik disarankan untuk berbicara terlebih dahulu kepada 

pihak pelaku, agar dalam proses mediasi tidak ada kalimat atau proses yang 

menyinggung perasaan korban serta keluarga, sehingga proses diversi dapat 

berjalan dengan baik. Di lain sisi, sangat dipahami apabila pihak korban menolak 

proses diversi atas kejadian yang sudah dialami korban, terlebih lagi jika pelaku 

berusaha menyerang dengan alasan yang tidak bisa diterima korban. Oleh karena 

itu, penyidik dan pelaku dapat mempersiapakan dengan teliti agar korban tetap 

bersedia melakukan proses diversi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan proses diversi di BAPAS Kelas II Tanjungpinang belum 

terealisasi secara optimal. Pada tahun 2020 terdapat 211 kasus anak yang 

diproses melalui diversi, namun hanya 77 kasus yang tercapai atau dengan 

persentase sebesar 36.5%. Pada tahun 2021, terdapat 51 kasus yang melalui 

proses diversi, namun hanya 24 kasus yang tercapai atau dengan persentase 

sebesar 47.1%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa beberapa kasus 

memang cukup sulit diselesaikan melalui proses diversi. 

2. Terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh BAPAS 

Kelas II Tanjungpinang dalam mengupayakan proses diversi. Kendala yang 

kerap terjadi adalah terbatasnya untuk tempat membimbing pelaku 

kejahatan, namun ini bukanlah kendala utama yang dihadapi BAPAS Kelas 

II Tanjungpinang. Kendala paling sulit adalah ketika korban tidak mau 

melalui proses diversi ini dan tidak ditemukan kesepakatan antara korban 

dan pelaku. Kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran dari pihak korban 

tentang tujuan diversi juga merupakan salah satu kendala, karena kurangnya 

wawasan mengenai hal tersebut. 
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5.2. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, saran penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum sebaiknya aparat hukum.memberikan 

pengarahan kepada pelaku dan korban,Sehingga nantinya hasil musyawarah 

dapat mencapai mufakat tanpa ada pihak yang dirugikan. 

2. Petugas penyidik diwajibkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam 

Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

3. Balai Pemasyarakatan Kelas II atau pemerintah dapat memberikan 

sosialisasi Diversi kepada warga sehingga proses ini tidak menjadi hal yang 

asing lagi bagi masyarakat. Pengarahan ini juga berguna untuk membuka 

pemikiran masyarakat mengenai keputusan yang terbaik bagi anak dan masa 

depan anak tersebut. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Yanty Simamora biasa dipanggil yanty merupakan anak 

dari orang tua yakni bapak Alm Pesman Simamora dan Ibu 

Herlan Banjarnahor, yang lahir di Sialabane 1 Maret 1998. 

Penulis memulai pendidikan di umur 7 Tahun di SD 

Negeri 1734313 Pollung, melanjutkan ke Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Pollung hingga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Pollung, setelah menempuh selama 12 Tahun dari jenjang SD sampai SMA penulis 

melanjutkan untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas Martim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang pada Tahun 2017. Selama menjalani jenjang 

perkuliahan penulis pernah mengikuti Organisasi Cipayung yaitu GMKI 

Tanjungpinang Bintan (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dengan kegigihan, 

dan pantang menyerah, kerja keras dan doa-doa, Penulis berhasil menyelesaikan 

tugas akhir Sripsi ini, Semoga dengan penelitian skripsi ini dapat menjadi dorongan 

bagi dunia Hukum Khususnya mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum. 

Dan akhir kata, penuliskan mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya 

penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur 

Di Balai Pemasyarakat Kelas II Tanjungpinang”. 
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Lampiran 1: Pedoman wawancara dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang 

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KASI KLIEN ANAK BAPAK 

SURIADI DAN BAPAK ORIN 

Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada bapak suriadi selaku bagian anak 

yang menjadi narasumber dalam penelitian saya: 

1. Bagaimana pelaksanaan Diversi terhadap anak dibawah umur di kota 

tanjungpinang? 

2. Kendala atau hambatan apa yang dihadapi Bapas saat melakukan atau 

mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum? 

3. Dalam kasus Diversi yang ditangani atau yang di dampingi Bapas kasus apa 

yang paling banyak di dampingi? 

4. Bagaimana langkah –langkah untuk melaporkan ke Bapas untuk di damping? 
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Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik untuk izin penelitian ke Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang 
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Lampiran 3: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 4: Surat Rekomendasi Untuk di Seminarkan 
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Lampiran 5: Surat balasan dari tempat Penelitian Balai Pemasyarakatan kelas II 

Tanjungpinang 
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Lampiran 6: Surat Izin Untuk Melakukan Penelitian diBalai Pemasyarkatan Kelas 

II Tanjungpinang 
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Lampiran 7 : Dokumentasi wawancara bersama Bapak Suriadi selaku kasi Klien 

Anak  
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Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Orin selaku bagian anak dan 

Data Anak 
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Lampiran 9 : Surat balasan dari KEMHUMHAM telah melakukan penelitian di 

Balai Pemasyarkatan Kelas II Tanjungpinang 
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